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GIAI\IYAR - Komisi I DPRD
Gianyar memanggil Kepa-
la Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia Kabu-
paten Gianyar dalam rapat
kerja, Senin kemarin(9/4). De-
wan mempertanyakan status
Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang tersangkut dua kasus
pidana. Ada ASN yang masih
menerima gaji, ada yang ga-

tuk tim," tegasnya.

14 orang yang terbelit
kasus Perdin inihanya

diberhentikan sementa-
ra. Kasus mereka tidak

jelas, apakah masih
ASN atau tidak? Apakah

mereka diberisanksi
atau tidak, eksekutif
. harus tegas.'
NGAKAN KETUT PUTRA

Ketuo Komisi IDPRD Gionvor

sebagai konskuensi dalam
Kini, ada mantan napi Perdin Di bagian lain, Sekda Kabu- m"tropung kelidupan dalam

yangsudah bebas itu kembali paten Gianyar, Made Wisnu rumahtanlganyamasing-mas-
beterryipgp-un mereka tidak Wijaya, menyatakan unruk ing,,, u.;arr-rya.

1n9mf efdleh gaji lantaian kasus Mudana ini masih ber- Mengenaiga;ibagi r4ASNeks
diberhentikansementara. Nga- jalan. "Itu masih proses hu- napi perclirr itu sudah dihenti-
5a1."fu4ra menjelaskan, .di ium. Jadi tunggu saja sarnpai kan per I Oktober 2016 lalu.
bebe-Tgpa kasus di luar Bali, keputusan inkracht," ujar "semenjak mereka menerima

melilit ASN. 'Ada yang ka- Lalu mengeriai nasib l4 gajinyasudahdiputus.Diputus
susnya rnirip, setelah divo- eks napi perdin, pihaknya maksudnyd distop gajinya,',

sempat ada kasus serupa yang Wisnu Wijaya. pemberhentian sementara,

Pei abat Kena 0TT Dipertan-vakan
Iuga Status Pejabat
yang Terbelit Kasus ))

jinya diputus namun masih Kepala Dinas, Ketut Mudana.
berstatusAsN. "Sukarja (Kabid, red) sudah

Ketua Komisi I DpRD Gi- divonis. Tapi sampai sekarang
anyar, Ngakan Ketut Putra, Mudana masih berstatus ter-

-e.tvatak-an dua kasus pidana ' 
sangka," ujar Ngalian Ritrausai

yang sedang berjalan yakni rapat keria, kemarin.
OperasiTangkapTangan(OTT) Khusus Mudana, selain
terhadap pejabat Dihas Pena- kasunya mengambangi dia
naman Modal dan Pelayanan juga masih menerima gaii
Perizinan Terpadu $tu Pintu daii negara sebesar 50 persen.
(PMPPTSP). Yakni Rabid Per- "Kami memang tidak berhak
izinan, Nyoman Sukarja dan mengintervensi, tapi eksekutif

harus mencari tahu perkem- dipekerjakan kembali. Maka terkait kewenangan bupati
bangannyakePolda,bagaima- kami minta kejelasannya," selaku penjabat-Bupati^Gi-
na kelanjutannya," telisiknya. desak Ngakan putra. anyar.,,Kalaudarikewen€rngan

Selain kasus Mudana, dewan Dia pun mendesak Badan suiah mengizinkan melafu-juga mempertanyakan nasib SDM dan Kepegawaian Gi- kan keputu"san, tentu kami
eks narapidana kasus Perdin anyar untuk *"-b,rut kajian akan mendorong biar proses
yang menyeret 14 orang-ASN. bersama Inspektorat untuk segera<tilakukanialamiangka"I4 orang yang terbelit kasus memutuskan masalah terse- mimberikankepastianhukim
Perdin ini hanya diberhenti- but. "Kata Artawa (Kepala kepadalaASNitui,ujarwisnu
kan sementara. Status mereka SDM dan Kepegawaian, da_ Wijaya.
tidak jelas, apakah masih ASN lam rapat) sempit dulu mem- oiu ;"gu mengaku kasihan
atau tidak. Maka kami ingin buatkijian,malahpikbupati terhadip nasib-14 ASN jika
beri mereka kejelasan, beri (Agung Bharata, red) keburu terlalu Lama menga^Uang.
sanksi sesuai kesalahannya, pensiunkatanya. Sekarangpj "Kalau lamaterkaru'ng-kato"S
lalutegaskanlangkaheksekutif (penjabat bupati Rochinen-g sehingga akan berlampak
jangan dibiarkan. mereka ter- red) tidak berhak menangani terhadap ASN itu sendiri da-
katung-katungi' pinta politisi ini. Maka dewan minta ben- lam mencari pekerjaan lain
PKPI Gianyar itu. tuk tim," tegasnya. sebaeai konskuensi dalam

Edisi

'i', Tulu ggpg$l-*lsh$m Gr4*t

5el"-

z
24tg


